DAFTAR PERTANYAAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

|
|
1. Apakah tugas dan fungsi BPBD Bantul?

2. Bagaimanakah visi dan misi BPBD Bantul?

|

3. Baga:imanakah struktur organisasi BPBD Bantul?

4. Bagaimanakah kondisi SOM BPBD Bantul?

5. Bagzimanakah kondisi sarana dan prasarana BPBD Bantul?

6. Bagaimanakah Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Bantul dalam
menr?ngani abrasi pantai selatan?
|
7. Apakah media yang digunakan BPBD Bantul dalam manajemen bencana

abrasi di pantai selatan dan alasannya?

8. Apak':ah media yang digunakan dalam proses relokasi dan rehabilitasi salama
ini efektif?

9. Berapakah alokasi anggaran yang digunakan untuk melakukan sosialisasi
kepaéja masyarakat terkait bencana abrasi Pantai Selatan?

10.Bagaimanakah koordinasi dengan instansi lain dalam penanggulangan
bencana abrasi di pantai selatan?

11. Bagl[irnanakah perencanaan yang dilakukan baik jangka pendek, menengah

mau tun jangka panjang yang dilakukan BPBD dalam mengurangi resiko
benc!ana. abrasi dikawasan pantai selatan?

12. Bagalimanakah strategi BPBD dalam perbaikan lingkungan atau rehabilitasi

|
benc?na abrasi di pantai selatan ?




13.Bagaimanakah strategi komunikasi yang dilakukan BPBD terhadap warga
|

masyarakat yang menolak untuk di relokasi ke tempat lebih aman?

14. Seberapa pentingnya komunikasi bencana dalam mengurangi risiko bencana

abrasi dikawasan pantai selatan?

15.Dimanakah lokasi yang telah ditentukan untuk merelokasi warga di daerah
rawan bencana abrasi?

16.Begaimanakah sosisalisasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko
ben na abrasi di kawasan pantai selatan?

|
17.Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam proses

mengurangi risiko bencana abrasi di kawasan pantai selatan?
|

18.Bagaimanakah evaluasi dalam pelaksanaan manajemen komunikasi bencana

abrasi di pantai selatan?

19. Apabrh faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Manajemen Komunikasi

BPB Kab Bantul dalam mengurangi risiko bencana abrasi di kawasan pantai

selatqn?
20.Apak:;ah faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Manajemen Komunikasi
BPBD Kab Bantul dalam mengurangi risiko bencana abrasi di kawasan pantai
|

selatan?

1
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Nomor : 070/ Reg/3115/51/ 2015
Dari : Fakultas llmu Sosial dan Nomor : ‘i274!A.2-Vl|IN[!2015
limu Politik, UMY
Tanggal : 30 Juni 2015 Perihal : ljin Penelitian

a, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi
Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu |
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dagrah Kabupaten Baniul
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembeniukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah i
Lingkungan Pemeriniah Kabupaten Bantul;. .. .

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei,
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta; ) .

c. Peraturan Bupali Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang ljin Kuiah Kerja
Nyata (KKN) dan Prakiek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten-
Bantul.

' “M. SOHIBUL DAROJAH

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pelitik, UMY

Yogyakarta '
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MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANTUL DALAM
MENGURANGI RESIKO BENCANA ABRASI DI KAWASAN PANTAI
SELATAN . :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN.
BANTUL e~ B3 heh

02 Juli 2015 s/d 02 Oktober 2015 Pow .

: Dengah-ketentuan se_bagﬁ berikut :

seperlunya;

2.|Wajib menjaga

F-Y

o

Tem ﬁsan disampaikan kepada Yth.

1. |Dalam melaksanakan kegiatah tersebul harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud ‘dan tujuan)
dengan instilusi Pemerintah Desa selempat serla dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk

kelerliban dan mematuhi peraturan perundangan yang betiaku;

3.{1zin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;

.| Pemegang izin wajib .melaporkan pelaksanaan kegialan bentuk soffcopy (CD) dan h_ardco,c_:ry kepada
Pemerintah Kabupaten Baniul c.q Bappeda Kabupalten Bantul selelah selesai melaksanakan kegiatan;

Jzin dapat dibatalkan sewaklu-wakiu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebul di atas; .-

B. :Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan

7.| lzin ini tidak boleh disalahgunakan uniuk tujuan tertenlu yang dapat mengganggu keterliban umum dan
ikeslabitan pemerintah. . ’

Dikeluarkandi : Bantul .
' Pada tanggal : 02 Juli2015" "

1. Bfipati Kab. Bantul (sebagai laporan) .
2. Kantor Kesatuar Bangsa dan Politik Kab. Bantul

13K
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3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
Akan Fakultas limu Sosial Dan limu:Politik UMY

I
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UNDANG—UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN. 2007
TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung
jawab- melmdungl segenap bangsa.Indonesia dan = seluruh:
‘tumpah -darah Indonesia dengan tujuan untuk memberlkan
perlindungan - terhadap kehidupan dan penghidupan

- termasuk . perlindungan atas bencana, dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan umum yang  berlandaskan
Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945;

bahwa wilayah Negara Kesatuan Repubhk Indonesia memiliki

-kondisi ‘geografis, geologis, ‘hidrologis, dan.demografis yang
.memungkinkan terjadinya bencana, baik .yang disebabkan

oleh faktor alam, faktor: nonalam maupun faktor manusia

yang: menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan,- kerugian harta benda, dan dampak
psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat- menghambat
pembanglman nasmnal,

: bahwa ketentuan peraturan perundang—-undangan mengenai

penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan
landasan hukum yang kuat -dan menyeluruh serta tidak
sesuai dengan - perkembangan keadaan masyarakat dan
kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya

- penanggulangan: bencana- secara  terencana,. terkoordinasi,

dan terpadu;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagmmana ' dimaksud

_dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana,

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang—Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

Dengan.......... ve
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Dchgari Persefujuan Bersama

| DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .

MEMUTUSKAN

etapkan UNDANG—UNDAN G TENTANG PENAN GGULANGAN BENCAN A

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal. 1

Dalam undang—undang ini yang d1maksud dengan

1. _Bencana adalah peristiwa atau rangkaian pcr:stiwa yang

mengancam dan mengganggu Kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang dlscbabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia ‘sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

' _ llngkungan, keruglan harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang dlaklbatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa ‘yang disebabkan oleh

«+ , alam. antara_ lain_berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus barulr, kekermgan “angin topa_n, dan tanal'l
Iongsor

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh .

peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara

Jain berupa gagal teknolog1, gagal modcrmsasn cpldeml dan
‘-"-wabah penyakit. - . R TR

Bencana sosial adalah’ bencana 'yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian- peristiwa yang diakibatkan oleh

. manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau

antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya - yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
penccgahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6.Kegiatan...

=R o
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. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatanh
yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan

- dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian 'kegiatizn yang .dilakukan -.

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.:

Peringatan  dini’ . adalah serangkaian kegiatan pemberian'
peringatan sesegera mungkin Kepada.masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada -suatu tempat ‘oleh
lembaga yang berwenang.

- Mitigasi adalah serangkman upaya untuk. mengurangl nsxko :

bencana, baik .melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran . dan  peningkatan kemampuan menghadam
ancaman bencana. -

'Tanggap darurat bencana adalah serangkatan keglatan yang

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, ‘yang meliputi-
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, -
pemenuhan kebutuhan ~ dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan, serta. pemuhhan prasarana dan’
sarana. ' :

. Rehabilitasi adalah perbalkan dan pcmuhhan semua aspek

" pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang

"memadai “pada . wilayah pascabencana ~ dengan sasaran.
-utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
‘semua aspek - pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

pada wilayah pascabencana.

. Rekonstruksi . adalah pcmbangunan kembali  semua’
_ prasarana dan - sarana, - kelembagaan pada’ wilayah
" pascabencana,” ‘baik ‘pada tingkat pemerintahan maupun

. . masyarakat dengan sasaran utama .. .tumbuh dan

13.

berkembangnya kegiatan perekonomian, sos1al -dan budaya,
tegaknya hukum ,dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam.. segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa

.. yang bisa menimbulkan bencana.

14.Rawan............
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Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk rnenanggapl dampak buruk. bahaya
tertentu.

Pemulihan - adalah serangkaian keglatan untuk
mengemballkan kondisi masyarakat: dan lingkungan hidup
yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan

* . upaya rehabilitasi.

16.
17.

18.

1.

21
iy

23.

Pencegahan - bencana adalah | serangkman kegiatan yang

dilakukan untuk mengurangl atau menghllangkan risiko

‘bencana, baik melalui ' pengurangan ancaman "bencana .
. maupun kerentanan pihak yang terancam:bencana.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan -
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, .luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Bantuan darurat ' béncana adalah upaya memberikan
bantuan untuk memenuhi ° kebutuhan dasar pada  saat
keadaan darurat.

Status keadaan * darurat bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh Pemerintah- untuk - jangka waktu
tertentu atas- dasar rekomendasi Badan yang diber] tugas

 untuk menanggulangi bencana.
20.

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa
atau- dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk'jangka
waktu yang belum pasti sebaga: akibat dampak buruk bencana.
Setlap orang “adalah orang perseorangan; kelompok orang,
dan/atau badan hukum. LI

Korban bencana adalah orang ‘atau sekelompok orang yang

'mendenta atau meninggal dunia akibat béncana.

Pemerintah Pusat, ‘selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan- | Negara -Kesatuan' Republik* Indonesia

. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.Pemerintah............
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24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupanfwahkota, atau
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemer_'intahan dgerah.

25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat

* .berbentuk badan usaha milik negara, ‘badan usaha milik

daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan = yang

_menjalarikan jenis usaha tetap dan terus’ menerus yang .
bekerja ‘dan berkedudukan dalam -wilayah Negara Kesatuan

: Republtk Indonesia. '

26. Lembaga mtemasmnal adalah orgamsas1 yang berada dalam
lingkup struktur’ organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa .
atau - yang menjalankan tugas mewakili  Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan

. lembaga asing nonpémerintah dari negara lam di luar
Persenkatan Bangsa—Bangsa. 2

BAB I . '
LAN'DASAN s ASAS, DAN TUJUAN,

Pasal_ 2

Pené.nggulanéan’ bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

RN, e Pasal 3
(1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berasaskan: . ' -
kemanusiaan;
." keadilan;" i
- kesamaan kedudukan dalam hukum dan: pemerintahan;
kesembangan, keselarasan, dan keserasian;
ketertiban dan kepastlan hukum
. kebersamaan; , a2
kelestarian lmgkungan hidup;, dan
: ilmu péngetahuan dan teknologl

FRme pe op

(2) Prinsip-prinsip dalam pena'nggulangan bencana
©  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c¢.koordinasi............
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koordinasi dan keterpaduan;

. berdaya guna dan berhasil guna;
transparansi dan akuntabilitas;
kemitraan; .
pemberdayaan; _
nqndisk'riminatif;'dan
nonproletisi.

CETER MM e

Pasal 4

- Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a memberikan perlmdungan kepada masyarakat dari
- ancaman bencana, .

b. menyelaraskan peraturan pcrundang~undangan ‘yang sudah
ada; .

¢. menjamin - terselenggaranya . penanggulangan bencana :

" secaraterencana, terpadu, terkoordmam dan menyeluruh

_' d. menghargai budaya lokal;

e. membangun partisipasi dan’ kemltraan publik serta swasta;

f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan
kedermawanan; dan

g. menciptakan perdamaian dalam kehldupan bermasyarakat
berbangsa, dan bemega:a.

_ " BABIII :
g TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5 -

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung Jawab

dalam penyelenggaraan penanggulangan henca.na. i

Pasal 6

' ,T-angéung' o Jawab eE lF-'t::mermtah . dalam penyelenggaraan .
s penanggulangan bencana meliputi: ’

a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan
o5 risiko bencana dt_mgan program pembangunan;

b.perlindungan............
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. perlindungan masyarakat dari da.lmpak béncéna;
. penjaminan .pemenuhan hak masyarakat dan. pengungsi

yang terkena bencana secara 'adil ddn sesuai * dengan
standar pelayanan minimum;

. pemulihan kondisi dari dampak bencana; .
. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana . dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;

pengalokas:an anggaran penanggulangan bencana  dalam
berituk dana siap pakai; dan -

. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari

ancaman dan dampak bencaria.
Pasal7

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan ‘penanggulangan
bencana meliputi:-

a. penetapan ~kebijakan penanggu!angan bencana selaras
dengan kebijakan pembangunan nasional;

b. pembuatan perencanaan pembangunan ‘yang

memasukkan  unsur-unsur, kebijaka’n‘ penanggulangan
bencana; '

c. penetapan status dan tmgkatan bencana nasional dan |
- daerah;

d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
“bencana dengan negara lain, badan-badan, atau plhak-
pihak internasional lain; -

..€.7. perumusan kebijakan .- tentang penggunaan teknologi

yang berpoten51 sebagm sumber ancaman atau bahaya'
bencana; -

f. perumusan kebuakan mencegah penguasaan  dan
pengurasan sumber daya  alam .. yang  melebihi
kemampuan alam untuk melakukan . pernuhhan dan

g pengendahan pengumpulm dan penyaluran uang atau

barang yang berskala nasional.
Penetapan status dan ' tingkat bencana .nasional dan daerah

., . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memuat

mdlkator yang mehputl
a. jumlah korban;
kerugian harta benda;

cakupan juas wilayah yang terkena béncana; dan
dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
(3)Ketentuan......cuuue

b.

" ¢. kerusakan prasarand dan sarana;
d
e
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status . dan
" tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada- ayat (2)
diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan )
pena.nggulangan bencana meliputi: :
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi
yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan
minimum; - e
b. perlindungan masya:akat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan - pemaduan ' pengurangan
. . risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasmn ~.dana  penanggulangan® bencana - dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memada: '

~ Pasal 9

Wewenang  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan

penanggulangan bencana meliputi: - '

'.a. penetapan kebijakan penanggulangan  bencana. pada °
+ wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan

* unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebuakan kerja sama dalam penanggulangan
bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

Cd, pengaturan penggunaan teknologl yang berpotensi sebagai

sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. perumusan . kebijakan  pencegahan  penguasaan  dan-
pengurasan sumber daya alam yang meleblhl kemampﬁan
.alam pada wilayahnya; dan = .

£, pengendalian pengumpulan‘ dan pcnyaluran . uang atau
ba:ang yang berskala provms1, kabupaten/kota. :
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BABIV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Badan Nasmnal Penanggulangan Bencana

Pasal 10

" (1) Pemerintah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 5

membcntuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

' 2) Badan " Nasional Penanggulangan Bencana Sebagaimana

dimaksud . pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah
Nondcpartemen setingkat menteri.

Pasal 11

"Badan Naélonal " Penanggulangan  Bencana scbaga.iniana

"dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:
a: pengarah penanggulangan bencana; dan_
b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

.Badan Nasmnal Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

a. memberikan pedoman’ dan pengarahan terhadap usaha
_penanggulangan - bencana . yang mencakup. . pencegahan
_bencana,- penanganan | tanggap- darurat, . rehabilitasi, dan
rekonstruksi secara adil dan setara; o

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
~ penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;

-C. menyampalkan informasi kegiatan kepada masyarakat

. d. melaporkan penyelenggaraan . penanggulangan bencana
kepada Presiden setiap’ sebulan sekali dalam kondisi normal
dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

e. menggunakan . ‘dan mempertanggungjawabkan
sumbangan/bantuan nasional‘dan internasional;

f. mempertanggungjawabkan  penggunaan  anggaran = yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g.melaksanakan............
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g. melaksanakan kewajiban lain sesuai. -dengan  Peraturan
Perundang-undangan; dan
. h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan
' Bencana Daerah.

~ Pasal 13
Badan Nasmnal Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi
mehputl v ) -
-a. perumusan dan penetapan  kebijakan . penanggulangan
. bencana ' dan _penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan ‘

b. pengoordinasian  pelaksanaan . -kegiatan - penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 14

(l) Unsur penga.rah penanggulangan . bencana sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi: '
a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan.
" bencana nasional; .
b.- ‘memantau; dan ; .
c. mengevaluasi dalam ,penyelenggaraan penanggulangan,
bencana.
(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagannana dlmaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
" . a. pejabat pemenntah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional.
(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaunana dimaksud pada
~ayat (2) huruf . b dipilih melalui uji kepatutari yang
"dilakukan oleh Dewan Perwakilan . Rakyat Republik
: Ipqqnesia, '
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) Pasal 15 :
(1) Pembentukan unsur - pelaksana ‘penanggulangan  bencana
., sebagaimana -.dimaksid dalam Pasal 11 huruf b merupakan
kewenangan Pemerintah. - .

(2) Unsur peiaksana sebagmmana dunaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

: S - (3)Keanggotaan............
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